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Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah menjawab 

kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan 

secara seragam untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, 

tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait 

dengan perkawinan. Terutama perihal perkawinan beda agama dalam undang-

undang ini belum diatur sehingga dapat dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum 
tentang perkawinan beda agama karena tidak diatur lagi dalam Undang-undang 

Perkawainan. 

Kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia di Indonesia, Hak Asasi Manusia diakui secara konstitusional untuk 

mendukung terwujudnya kesadaran atas eksistensi hak setiap umat manusia maka 

pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu Hak 
Asasi Manusia. Namun, adanya pemaknaan bahwa Undang-undang Perkawinan 

melarang atas perlaksanaan perkawinan beda agama perlu dikritisi lebih lanjut 

karena berdasarkan instrumen hukum berupa Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, idealnya negara menjamin kebebasan warganya 

untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Dari sini terlihat 

adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan 

perkawinan beda agama di Indonesia, karena dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sama sekali tidak mengatur perihal perkawinan beda agama. 

Perkawinan di Indonesia, secara yuridis tertuang dalam Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat dilihat bahwa suatu 

perkawinan dapat dikatakan dilarang atau tidak, selain tergantung kepada 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga ditentukan 

oleh hukum masing-masing agama. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengkonsepkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan 
kepercayaan. Sehingga, hal tersebut dapat mempersulit pelaksanaan perkawinan 

beda agama yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas 

kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konsep perkawinan yang tertuang 

dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
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Manusia. Inilah yang menjadi dasar pasangan-pasangan tersebut tetap 

melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan tidak adanya suatu aturan 
yang secara tegas melarang perkawinan beda agama dan berdasarkan atas dasar 

Hak Asasi Manusia. 

Setelah peneliti menggali penelitian secara lebih dalam lagi, perlu diketahui 

bahwa pada dasarnya suatu aturan berupa undang-undang di Indonesia 

berdasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sejatinya, Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan 
pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui 

adanya pembatasan praktek Hak Asasi Manusia dalam rangka menghormati Hak 

Asasi Manusia orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya 

mempertimbangkan nilai-nilai agama. Kemudian, dalam perihal perkawinan yang 

sah, sudah diatur dalam Pasal 2 ayat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua 

pasangan.  
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ABSTRAK 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda 

agama merupakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 GHR tahun 1898 Nomor 

158. Namun, setelah adanya Undang-undang Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tersebut sudah 

tidak berlalu lagi. Kemudian timbulah pemaknaan tentang larangan pelaksanaan 

perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

mana perlu dikritisi lebih lanjut karena berdasarkan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, idealnya negara menjamin kebebasan 

warganya untuk memilih pasangan dalam membentuk sebuah keluarga. Dari sini 

terlihat adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan 

perkawinan beda agama di Indonesia dengan Hak Asasi Manusia, yang pada 

prinsipnya melindungi hak warga negara. Metode yang digunakan adalah metode 

normatif dengan jenis penelitian hukum normatif. 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kelegalitasan perkawinan beda 

agama menurut hukum positif di Indonesia dan mencari tahu apakah ada 

disharmoni norma antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang 

Hak Asasi Manusia karena adanya kekosongan hukum dalam Undang-undang 

Perkawinan yang mana tidak mengatur tentang perkawinan beda agama yang 

mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan 

perkawinan beda agama. Namun, pada sejatinya dalam Undang-undang 

Perkawinan maupun Undang-undang Hak Asasi Manusia, perkawinan beda 
agama tidaklah dianggap sah karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidaklah melegalkan pelaksanaan perkawinan beda agama dan Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai 

kebebasan manusia yang mana kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan 

tersendiri. 

Kata kunci (keyword) : hak asasi manusia, perkawinan beda agama, indonesia 
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